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BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR :63 Tanun 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun. 2004 tctnt:.:ﬁ
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tf:nmng Kcmhataxgl
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 t.entang Ru
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q9
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

mah

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan :

11

12.

13.

14.

15.

16.

ah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
(Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara

Peraturan Pemerint
Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia Nomor 42, Tambahan

Republik Indonesia Nomor 6322);
mor 40 Tahun 2001 tentang

Keputusan Presiden No

Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit
Daerah;

Peraturan  Menteri ~ Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

dengan Pe
edua Atas Peraturan

Tahun 2011 tentang Perubahan K
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Daerah  Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMU
M DAE
BATARA GURU BELOPA A

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Luwu.
Pemerintah Daerah adalah Kepala
Daerah sebagai
N _ un
Zer:;)sl;nggnr: 'Pemenntah Daerah yang memimpin pelaksan:;:
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

1.
2.
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11.

19,

13.

14.

Bupati adalah Bupati Luwu. . N
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggarag.n

at Daerah, Sekretariat

i iri Sekretari
pemerintah  yang terdiri atas _
Dewan Perwalgilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga

Teknis Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupsjlten. o
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang m?miliki tugas-}
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagal

Bendahara Umum Daerah. _
elopa yang selanjutnya

Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru B g S
disebut RSUD Batara Guru Belopa adalah Organisasi Pere-mgkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dikelola

dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum Daerah

(BLUD). _
Direktur adalah Direktur RSUD Batara Guru Belopa selaku pimpinan

BLUD.
Badan layanan Umum Daerah RSUD Batara Guru Belopa yang

selanjutnya disebut BLUD adalah organisasi perangkat daerah yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktifitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD

adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya
vang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD
pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentian yang berlaku
umum.

Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut Silpa
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Sisa lebih ptlslihitung’an anggaran yang selanjutnya disebut Silpa
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Defisit anggaran BLUD adalah selisih antara pendapatan BLUD

dengan belanja BLUD. ) .
Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau

utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya. :
Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasl terhadap sgatu
organisasi, sistem, proses suatu produk. Audit dilaksana.kan oleh plhak
yang kompeten, objektil dan tidak memihak ya{)g dlse'but éudltor.
Tujuannya adalah melakukan verifikasi bahwa objek dari audit telah
diselesaikan atau berjalan sesuai standar regulasi dan praktek yang telah

disetujui dan diterima.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA ada.lz.il‘!
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi
program/kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD DBatara

Guru.
Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan

keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi
yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir
periode. Neraca terdiri dari tiga unsur yaitu aset, liabilitas dan ekuitas.
Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat
memberikan manfaat usaha.

Limbilitas adalah utang yang harus lunas atau pelayanan yang harus
dilakukan pada masa datang pada pihak lain.

Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang
diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan
yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak
lain dan/atau hasil usaha lainnya.

Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.
Pendapatan BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah Batara
Guru yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Batara
Guru vang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

RSUD Batara Guru Belopa dapat menggunakan sisa lebih perhitungan
anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
pelayanan  kinerja BLUD RSUD Batara Guru Belopa dan dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Batara Guru Belopa.
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Pasal 3
(1) RSUD Batara Guru Belopa dapat mengelola dan memanfaatkan Silpa
[ januari tahun N+1)

BLUD pada tahun anggaran berikutnya (pe! ‘
tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja

daerah.
memanfaatkan Silpa

{(2) RSUD Batara Guru Belopa dapat mengelola dan
sa lebih perhitungan

BLUD sebagaimana dimaksud ayvat (1), vaitu st
anggaran tahun sebelumnya Yang dipergunakan untuk

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil

daripada realisasi belanja.
b. Mendanai pelaksanaan
langsung.
c. Mendanai kewnjiban lainnya ¥
anggaran belum diselesaikan.

kegiatan lanjutan atas beban belanja

ang sampai dengan akhir tahun

Pasal 4

Karakteristik Silpa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara

lam:

a Silpa BLUD RSUD Batara Guru Bel
antara realisasi pendapatan BLUDd
satu tahun anggaran;dan

UD Batara Guru Belopa adalah sisa kas akhir tahun

opa diperoleh dari selisih lebih
an realisasi belanja BLUDpada

b Silpa BLUD RS

anggaran.

BAB IIT

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 5

(1) Nilai Silpa yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan BUD
Kabupaten Luwu. untuk diperhitungkan dan dapat digunakan

diawal bulan tahun anggaran berikutnya.

{2) Silpa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD
RSUD Batara Guru, meliputi:

a.Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa.éan
c. Belanja Modal.
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masuk dalam perhitungan anpgaran pada

(3) Nilai Silpa BLUD adalah ter
tnhun berikutnyan

Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 6

uru Belopa dengan Pola

suD Batara G
n rangka

Pemerintah Daerah selaku pemilik R
Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan flexibilitas dalar
terrnasuk pcngclulnun pendapatan dan

pelaksanaan anggaran,

belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus,
pasal 7

rasal 6, terdapat

na dimaksud danlam
Rencana Bisnis

bagaima
BLUD pada

Penggunaan Silpa se
belanja  kegiatan

dalam daftar rincian
Angggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

BLUD RSUD Batara
pelaksanaan anggara

Mekanisme pelaksanaan Silpa Guru Belopa
merupakan pengecualian dari mekanisme n OPD

yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan  silpa BLUD, dilakukan

pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus
anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD

Batara Guru Belopa.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

emerintahkan pengundangan Peraturan

Agar setiap Orang mengetahuinya, m
paten Luwu.

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal s 15 Juni 2029

BUPATI LUWU,

BASMIN MA

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 15 jwni 207

Pj. S KRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

-
[

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 68

unmhimumiplDlho[PubuPQMO
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